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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 027 TAHUN 2012 
TENTANG 

PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa untuk meningkatkan pembangunan kesehatan di 
daerah bermasalah kesehatan perlu upaya kesehatan 
yang terfokus, terintegrasi, berbasis bukti, dilakukan 
secara bertahap di daerah yang menjadi prioritas;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Daerah 
Bermasalah Kesehatan; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.689 2

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3609); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi 
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan; 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Di Kabupaten/Kota;  

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di 
Kabupaten/Kota; 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/ 
SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan 
Pemerintah Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan 
Nasional; 
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13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1798/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman 
Pemberlakukan Indeks Pembangunan Kesehatan 
Masyarakat; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH  
KESEHATAN. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan yang selanjutnya 
disebut PDBK adalah upaya kesehatan terfokus, terintegrasi, berbasis 
bukti, dilakukan secara bertahap di daerah yang menjadi prioritas 
bersama kementerian terkait, dalam jangka waktu tertentu, sampai 
mampu mandiri dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan 
di bidang  kesehatan seluas-luasnya. 

2. Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) adalah kabupaten atau kota 
yang mempunyai nilai IPKM diantara rerata sampai dengan -1 (minus 
satu) simpang baku, tetapi mempunyai nilai kemiskinan (Pendataan 
Status Ekonomi/PSE) di atas rerata. 

3. Pelaku PDBK adalah Tim PDBK, institusi legislatif, institusi 
pemerintahan, institusi non legislatif dan non pemerintahan, petugas 
dan/atau profesional sebagai perorangan dan masyarakat umum yang 
terlibat langsung dalam PDBK. 

Pasal 2 
(1) Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) bertujuan 

mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada Daerah 
Bermasalah Kesehatan yang ditunjukkan dengan peningkatan IPKM. 

(2) Daerah Bermasalah Kesehatan sebagaimana (DBK) dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), Daerah 
Bermasalah Kesehatan Berat (DBK-B) dan Daerah Bermasalah 
Kesehatan Khusus (DBK-K).  
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